
                                                     WALI KOTA DUMAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Dumai

 

SURAT EDARAN

NOMOR 800/1/BKPSDM-P2KP TAHUN 2024

TENTANG NETRALITAS ASN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Menindaklanjuti dan meneruskan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Dumai  Nomor  258/PM.00.02/K.RA-12/04/2024 Tanggal  4 April  2024 dengan ini
disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut : 

I. Dasar Hukum
1. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  sebagaimana  telah  diubah  menjadi

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-undang Nomor I  Tahun 2014 Tentang Pernilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-undang:

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pernilihan Umum:

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata
Cara  Penanganan  Pelanggaran  Administrasi  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi
Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif,

4. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun  2020  tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

6. Peraturan  Badan Pengawas Pemilihan  Umum Nomor  20  Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
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Il. Imbauan

Sehubungan  dengan  pelaksanaan  pencegahan  pelanggaran  Tahapan  Pernilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024,dihimbau kepada seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kota
Dumai:

1. Memperhatikan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  Menjadi  Undang-
undang sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-
undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang- undang sebagai berikut:

a. Pasal 71 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur
sipil negara, angota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan Iain/Lurah
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon:

b. Pasal 188 bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan
Kepala Desa atau sebutan Iain/Lurah yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana
penjara  paling  singkat  I  (satu)  bulan  atau  paling  lama 6  (enam)  bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah):

c. Pasal 190 bahwa pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau
pasal 162 ayat (3), dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.
600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah)  atau  paling  banyak  Rp.
6.000.000,00(enam juta rupiah),

2. Memperhatikan  ketentuan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (2) bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik:

b. Pasal  12  bahwa  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  berperan  sebagai
perencana,  pelaksana  dan  pengawas  penyelenggaraan  tugas  umum
pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan publik yang profesioal, bebas dari intervensi politik, serta bersih
dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme:

c. Pasal  24  ayat  (I)  huruf  d  bahwa pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  wajib
menjaga netralitas dan ayat (2) bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara yang
tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin:

d. Pasal 52 ayat (3) huruf j bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri
bagi pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus
partai politik:

3. Agar  mempedomani  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024:

4. Agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil
Negara pada Unit Kerja terendah dilingkungan Perangkat Daerah yang Saudara
Pimpin .
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5. Agar saudara meyampaikannya kepada ASN yg berada di lingkungan kerja
yang  saudara  pimpin  dan  menjatuhkan  sanksi  bagi  ASN  yang  melanggar
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian  imbauan  ini  disampaikan.  Atas  perhatian  dan  kerjasamanya
diucapkan terma kasih.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 November 2024
a.n WALI KOTA DUMAI,
Sekretaris Daerah,

     ${ttd}

INDRA GUNAWAN

Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882
Telepon (0765) 7007312-7007301 Faksimile (0765) 440093,

Laman www.dumaikota.go.id, Pos-el umum@dumaikota.go.idDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

		2024-11-07T01:22:35+0000
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




